BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Pelindungan hukum terhadap seni tari sakral Karaton Ngayogyakarta
Hadiningrat dalam konsep Hak Cipta bertujuan untuk menjaga
keberlanjutan dari seni tari sakral agar tetap terjaga kelestariannya dan
terlindungi  nilai-nilai  kesakralannya dengan cara melakukan
inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan
publikasi. Pihak yang terdapat dalam seni tari sakral yaitu pencipta,
pemegang hak cipta, pelaku pertunjukan, produser fonogram, dan
lembaga penyiaran memiliki hak moral dan hak ekonomi atas seni tari
sakral milik Kraton tersebut. Pencipta memiliki hak moral yang
berlangsung abadi dan melekat padanya. Hak ekonomi atas ciptaan
berlangsung sepanjang hidup dari pencipta ditambah 70 (tujuh puluh)

tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Pemanfaatan seni tari sakral Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat
dalam perspektif Hak Cipta bertujuan agar dalam pelaksanaan
pertunjukannya tidak bertentangan dengan tujuan dari pelindungan
tari tersebut. Tari sakral dimanfaatkan sebagai sarana upacara adat
yang ada di Kraton seperti upacara peringatan kenaikan takhta,
upacara pernikahan keluarga Sri Sultan, dan lain-lain. Seni tari sakral

yang sudah lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun jangka waktunya setelah
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pencipta meninggal dunia, menjadi domain publik yang dapat
dimanfaatkan oleh siapapun tanpa perlu mendapatkan izin dari
pencipta. Meskipun hak ekonomi atas seni tari sakral sudah hilang,
namun perlu adanya pemanfaatan tari agar tidak menghilangkan nilai-
nilai ke-Tuhan-an yang ada, sesuai dengan tujuan penciptaan tari

tersebut.

B. Saran

1.

Pelindungan hukum terhadap seni tari sakral Karaton Ngayogyakarta
Hadiningrat dalam konsep Hak Cipta dapat dilakukan dengan
membuat aturan tertulis yang akan menjadi pedoman bagi generasi
penerus dalam melakukan pelestarian tari sakral agar tidak
menyimpangi hak moral yang dimiliki oleh Pencipta sehingga tujuan
penciptaan tari akan tetap terjaga kesakralan dan dokumentasinya.
Pelindungan terhadap hak moral diperlukan karena hak ekonomi
hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta atas seni
tari sakral selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun

setelah pencipta meninggal dunia.

Pemanfaatan seni tari sakral Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat
dalam perspektif Hak Cipta dapat dilakukan dengan melakukan
kerjasama budaya dengan berbagai pihak guna mendapatkan masukan
sesuai dengan bidang yang digeluti. Hal tersebut dilakukan guna

menciptakan nilai cinta kebudayaan dan keinginan untuk melindungi
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pelestarian seni budaya tari sakral Karaton Ngayogyakarta
Hadiningrat. Perlu adanya pemahaman bagi semua pihak untuk
memanfaatkan tari sakral sesuai dengan tujuan penciptaannya.
Melindungi hak moral setelah hak ekonomi atas tari yang sudah hilang
karena undang-undang diperlukan oleh Kraton sebagai bentuk
penghormatan kepada Tuhan dan pencipta tari sakral yang memiliki
nilai moral yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekonomi.
Nilai kesakralan perlu untuk ditanamkan karena tari sakral merupakan
ungkapan dari pencipta tari kepada Tuhan yang diwujudkan dalam
bentuk olah gerak tubuh dan alunan gamelan yang indah, bukan untuk

tujuan mendapatkan keuntungan atas penampilan tari.
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